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ABSTRAK
Nama : ERWIN KARIM
NIM : 105001120
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Positive Terhadap Pasangan Suami Istri Yang 
Tidak memiliki Akta Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Tinjauan Hukum 
Positive Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. Hal ini dilatarbelakangi pentingnya selalu mendaftarkan atau 
mencatatkan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA 
bagi muslim dan di KCS bagi non muslim.
Tujuan penulisan ini adalah 1). Untuk mengetahui apakah alasan-alasan yang 
menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa adanya akta nikah yang dilakukan oleh 
para pihak. 2). Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan 
yang tidak mempunyai akta nikah menurut ketentuan undang-undang.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan 
metodelogi yaitu: 1) Wawancara dan berinteraksi atau komunikasi langsung serta 
bertanya kepada beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk 
memberikan informasi atas pengamatan dan pengalaman dalam  menganalisis 
penerapan aturan hokum. 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data 
kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif  kualitatif.
Dengan demikian ini akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 
khususnya di bidang hukum keluarga, memberikan masukan kepada pemerintah 
untuk menciptakan suatu peraturan yang seragam terhadap status perkawinan di 
bawah tangan, Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang belum 
melangsungkan perkawinan, agar mendaftarkan perkawinannya kelak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa 
dalam menentukan seberapa jauh peran pemerintah untuk memberikan pengarahan 
mengenai pecatatan di KUA setiap suatu pernikahan dan seberapa besar respon 
masyarakat yang mau mendaftarkan pernikahannya atau tidak. 
Musyawarah dalam mengambil putusan, hakim menggali nilai-nilai adat dan 
kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu putusan Pengadilan 
Agama Sungguminasa merupakan hasil paduan dari materil undang-undang hukum 
perdata serta budaya adat  yang berkembang dalam masyarakat. 
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis/absolut. UUD 
1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal 
perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 
37.Dalam perubahannya ini juga UUD 1945 harus tetap mematuhi asas lex superior 
derogat legi inferior. Sampai saat tulisan ini ditulis, UUD 1945 sudah mengalami 4 
kali amandemen. 1
Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang 
sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara dalam 
menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi 
dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana.
Dari sudut hukum, suatu bangsa memasuki tahap Negara kesejahteraan 
ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah. Hukum 
sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta 
ketentraman dan ketertiban bersama
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
                                                          
1Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkawinan adalah ika-
tan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria.2Seorang wanita 
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan 
tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi 
keluarga mereka.
Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus 
memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta berbagai macam alasan 
yang bisa dibenarkan, perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model 
seperti kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga 
muncullah kawin yang skarang paling popular dimasyarakat yakni kawin sirri. 
Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan 
aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan 
nikah/Kantor Urusan Agama (KUA).
Allah SWT telah membekali dengan naluri syahwat terhadap kesenangan 
dunia. Dari berbagai naluri yang dikaruniakan kepada manusia, naluri terhadap lawan 
jenis bisa dikatakan sebagain syahwat terbesar yang ada dalam dirinya. 
Kecenderungan ini sebelumnya juga telah ada dalam Al-Qur’an ketika Allah 
menempatkan kecintaan laki-laki pada wanita dan sebaliknya, mendahului kecintaan 
manusia kepada yang lainnya.
                                                          
2Undang-Undang No.1 Tahun 974 Tentang Perkawinan.
3Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu 
pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan 
pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus 
berfikir seribu kali dalam memepersiapkan pernikhanannya. 
Perkawinan dalam islam ialah suatu akad (perikatan) antara wanita calon istri 
dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan 
jelas berupa ijab (serah) dan diterima ( kabul) oleh sicalon suami yang dilaksanakan 
dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.3 Namun jika dilihat dari segi 
agama perkawinan itu memiliki, dua cara pengartiannya yaitu Pengertian secara 
bahasa Al-nikah yutlaq Kata al-nikah secara umum digunakan dalam makna 
persetubuhan, namun juga bermakna akad tanpa persetubuhan.
Pengertian secara istilah secara umum Fuqaha’ memberikan definisi 
perkawinan sebagai berikut: “Sebuah akad yang menghalalkan bagi kedua belah 
pihak untuk bersenang-senang sesuai dengan syariat. Meskipun terdapat definisi lain 
yang berbeda redaksinya, semua definisi itu memberikan pengertian yang sama, 
bahwa obyek akad perkawinan adalah memberikan hak untuk bersenang-senang 
sesuai dengan syariat, sehingga perkawinan itu dipandang oleh manusia dan syariat-
menjadikan bersenang-senang itu sebagai perbuatan yang halal.
                                                          
      3  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar maju, 2003), h. 
11.
4Menurut hukum Islam bagaimanapun bentuk dan model suatu perkawinan,jika 
selama masih atau telah memenuhi syarat sah dan rukun perkawinan maka 
perkawinan itu dianggap sah namun jika menurut hukum perkawinan Indonesia selain 
sah menurut agama dan kepercayaanya, suatu perkawinan akan ada kekuatan hukum 
bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di Kantor Urusan 
Agama bagi muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.
Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia 
saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, 
karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan 
mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan 
Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beagama non 
muslim. Perkawinan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustads 
sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian 
tidak dilaporkan kepada pihak yang berwewenang untuk dicatatkan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 
2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.4
Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak 
perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak 
dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
                                                          
       4 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974
5Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di 
kalangan para ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda 
pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah 
siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut 
syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan 
tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada 
walimatul-’ursy. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang 
ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh 
para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat 
resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama 
Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.
Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah 
menggangu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum 
Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu 
perkawinan tidak di catatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik 
bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat 
dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak 
mempunyai kekuatan hukum.
Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi 
kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki 
akte nikah, secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat 
6melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-
anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang hanya 
memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang 
ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum 
baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.
Tertarik dengan adanya hal-hal tersebut di atas yang menentukan sah atau 
tidaknya suatu perkwainan, alasan-alasan lain yang menyebabkan terjadinya 
perkawinan tanpa adanya akta nikah dan bagaiman pula jika perkawinan tersebut 
tidak ada akta nikah, dan apa akibatnya menurut ketentuan hukum yang berlaku, 
maka peneliti akan membahasnya dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Positive Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah ( Studi Pengadilan Agama 
Gowa)”. 
B.   Rumusan Masalah 
Dari uraian-uraian dan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di 
atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa adanya akta 
nikah yang dilakukan oleh para pihak? 
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak mempunyai 
akta nikah menurut ketentuan Undang- Undang Perkawinan? 
7C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui yang menyebabkan terjadinya perkawinan tanpa 
adanya akta nikah yang dilakukan oleh para pihak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari Undang-Undang Perkawinan. 
Adapun manfaat penelitian adalah: 
1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum 
keluarga.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk menciptakan suatu 
peraturan yang seragam terhadap status perkawinan di bawah tangan. 
3. Sebagai bahan masukan kepada pihak- pihak yang belum 
melangsungkan perkawinan, agar mendaftarkan perkawinannya kelak.
8BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 
Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki 
dengan wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk 
keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan yang Maha 
Esa1.
UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam memandang bahwa perkawinan 
itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek 
agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan , 
sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif , yaitu pencatatan di 
KUA dan catatan sipil. Asser, scholten,wiarda,pitlo,petit, dan melis mengartikan 
perkawinan adalah “ Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui 
oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal. 
                                                          
1Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 61.
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Perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau itu tidak ada nikah ( 
perkawinan) bila mana tidak ada hubungan seksual.beliau mengambil tamsil bila 
tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang wa-
ktu menunggu(iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain. 2
Dalam hukum perdata barat tidak ditemukan devinisi tentang perkawinan. 
Istilah perkawinan (huelijk) digunakan dalam dua arti, yaitu:
1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “melangsungkan perkawinan” (Pasal 
104 BW). Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang 
dilakukan pada suatu saat tertentu.
2. Sebagai “suatu keadaan hukum” yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang 
wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.
Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUHPerdata Pasal 26 sampai 
dengan 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan yang terdiri atas satu pasal 
yang disebutkan dalam pasal 26 BW, bahwa undang-undang hanya mengenal 
perkawinan hanya sah apabila persyaratan yang ditetapkan dalam kitab undang-
undang (BW) sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.
Ketentuan tentang perkawinan menurut hukum barat sangat berbeda dengan 
hukum Islam. Menurut Imam syafi’ i, pengertian nikah ialah suatu akad yang  
                                                          
2Mohd.Idris ramulyo, Hukum perkawinan islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.2.
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dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita  sedangkan arti 
majazi ( mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.3
Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal, dapat diartikn bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan 
tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian 
diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbrntuk 
perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di 
tempuh lagi.4
Berdasarkan pengertian nikah sebagaimana disebut diatas, maka disimpulkan 
bahwa Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah 
berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan anatara seorang 
wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).suci 
berarti disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.5
Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, 
disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
                                                          
3Mohd.Idris ramulyo, Hukum perkawinan islam , h.2.
4Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia ( Jakarta: 
Sinar Grafika, 2006), h. 270.
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Dari pengertian diatas jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki 
2 (dua) aspek, yakni:
1. Aspek formil (hukum): hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, 
artinya bahwa perkawinan disamping memiliki nilai ikatan lahir (tampak), 
juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh kedua belah 
pihak;
2. Aspek sosial keagamaan: dengan kata “membentuk keluarga” dan ketuhanan 
yang maha esa”, artinya, bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali 
dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani melainkan unsure 
batiniah juga memiliki peran penting sebagai manifestasi dari ajaran agama.
2. Pengertian Akta Nikah
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1994, perkawinan yang sah adalah 
perkawinan yang dilakukan menurut Pasal  2 ayat 1 yaitu Perkawinan yang dilakukan 
menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan Pasal 2 ayat 2 yaitu 
dilakukan pencatatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang 
disebut dengan Surat Akta. 
Surat Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan 
sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu Akta harus selalu ditandatangani. Adapun 
syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat Akta dapat disebut sebagai Akta 
adalah:
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a. Surat itu harus ditandatangani
b. surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau 
perikatan
c. surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti
Surat Akta dapat dibagi, yaitu:
1. Akta resmi (Autentik) adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan 
seorang Pejabat umum menurut Undang-Undang ditegaskan untuk membuat 
akata tersebut 
2. Akta dibawah tangan adalah tiap Akta yang tidak dibuat oleh atau dengan 
perantaraan seorang Pejabat umum.
Suatu Akta resmi (Autentik) adalah suatu kekuatan pembuktian yang 
sempurna, artinya apabila suatu pihak menerimanya yang menganggap apa yang telah 
dituliskan dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga Hakim itu tidak 
boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. 
Sebagai alat buki, maka Akta perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:6
1. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak
2. Sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat
dimintakkan lata-alat bukti lain
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa, sehingga bukti perlawanannaya 
tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.
                                                          
6Sukri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 Kaitannya Dengan Hukum Islam (Makassar: FSH, 2012), h. 49.
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3.  Pengertian Perkawinan Tanpa Akta Nikah
Istilah perkawinan tanpa Akta Nikah atau nikah atau disebut juga dengan 
Perkawinan dibawah tangan lahir setelah Undang-Undang No. 1 Tahun1974 berlaku 
secara efektif. 
Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan 
aturan Agama atau Adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Pejabat Catatan 
Nikah. Perkawinan bawah tangan diartikan pula sebagai perkawinan yang 
dilaksanakan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun 
syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, 
seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Fungsi dan Pentingnya Akta Nikah dalam Perkawinan 
Suatu perbuatan  nikah baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila 
dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Kentuan hukum 
yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah 
seperti ayng diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dengan 
tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai 
hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.
Apabila dilihat dari segi Administrasi kependudukan peristiwa perkawinan 
adalah proses awal dari mekanisme pertumbuhan kependudukan naiknya jumlah 
penduduk atau menurunnya akngka perkawinan turut menjadi bagian proses prediksi 
kondisi masa depan. Proyeksi aspek kependudukan sangat mempengaruhi kehidupan 
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sosial ekonomi yang akan datang, terhindarnya ketimpangn antar proyeksi 
kependudukan dengan gambaran kehidupan sosial ekonomi dimasa yang akan datang 
hanay dapat terjadi melalui ematangan kondisi objektif saat sekarang. Hal itu yang 
menjadi salah satu alasan mengapa administrasi kependudukan perlu ditangani secara 
serius dan salah satu masalah kependudukan adalah perkawinan.
B. Hukum Perkawinan
Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan antara lain dinyatakan :
“ Bagi Suatu Negara Dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya 
Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip 
dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 
telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.”
Ini berarti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor `1 Tahun 1974, 
“keanekaragaman” hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 
berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai 
daerah dapat diakhiri.Namun demikian ketentuan hukum perkawinan sebelumnya, 
ternyata masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.
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Hukum Perkawinan dibagi dalam dua (2) bagian, yaitu sebagai berikut :
1. Hukum Perkawinan, yaitu :  keseluruhan peraturan- peraturan yang 
berhubungan dengan suatu perkawinan, misalnya hak dan kewajiban suami 
isteri
2. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan hukum 
yang berhubungan dengan harta kekayaan suami isteri didalam perkawinan , 
misalnya tentang harta bawaan masing-masing sebelum menikah.7
Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah 
mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-
macam, maka hukum nikah dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu:
1. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya sehngga 
dapat memberikan nafkah istrinya.
2. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak 
menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan 
karena tidak mampu member belanja kepada istrinya atau karena 
kemungkinan lain.
4. Haram, bagi orang yang ingin menikahi seseorang dengan niat untuk 
menyakiti istrinya atau menyia-nyiakan istrinya, atau tidak mampu memberi 
nafkah jasmani maupun rohani.
                                                          
7Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang perkawinan
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5. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan 
segera nikah atau yang mengharamkannya.
Adapun ayat yang berkaitan dengan kehalalan hubungan seksual, kerelaan 
kedua belah pihak tersebut tertera dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4:24: 
          
            
              
         
Terjemahnya: 
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 
budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah Telah menetapkan hukum itu) 
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang 
demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di 
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 
sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu 
yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.8
                                                          
8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jawa Barat: PT. Pantja cemerlang, 
2015), h. 82. 
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QS Al-Baqarah/2: 187 berbunyi: 
                 
            
           
           
          
     
  
Terjemahnya :
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-
isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian 
bagi mereka.Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan 
nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. 
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan 
Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 
benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 
beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu 
mendekatinya.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
manusia, supaya mereka bertakwa.9
                                                          
9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jawa Barat: PT. Pantja cemerlang, 
2015), h. 29. 
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QS Ar-Rum/30: 21 berbunyi:  
                
         
Terjemahnya :
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 
sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.10
C. Jenis Pernikahan
Pada bagian berikut akan disampaikan beragam jenis pernikahan yang dikenal 
dan menjadi kontroversi keberadaannya dalam syarakat. Sebahagiannya dianggap 
sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan setempat masyarakatnya dan sebahagian 
lainnya dianggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu.
Masing-masing jenis pernikahan tersebut akan diuraikan secara singkat.
1. Nikah Mut’ah
Nikah mut’ah adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-lakiterhadap 
perempuan dengan memakai lafazh “tamattu, istimta”. Ada yang mengatakan nikah 
mut’ah disebut juga kawin kontrak (muaqqat) dengan jangka waktu tertentu atau tak 
tertentu, tanpa wali maupun saksi. Seluruh imam Madzhab menetapkan nikah mut’ah 
adalah haram. Alasannya adalah :
                                                          
10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406. 
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a. Nikah mut’ah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al- Qur’an, juga tidak 
sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi 
pernikahan seperti itu batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan Islam.
b. Banyak hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut’ah. Dalam 
suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasullullah SAW 
.mengharamkan nikah mut’ah dengan sabdanya :
    “Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut’ah,
Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasullullah SAW 
.mengharamkan nikah mut’ah dengan sabdanya :
“Wahai manusia!Aku pernah mengizinkan kamu nikah mut’ah,tetapi sekarang 
ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannyasampai hari kiamat”.
Umar ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman 
nikahmut’ah. Ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya. Hikmah 
pengharaman nikahmut’ah adalah tidak terealisasinya tujuan-tujuan dasar 
pernikahan yang abadi dan langgeng serta tidakbertujuan membentuk keluarga 
yang langgeng, sehingga dengan diharamkan, tidak akan lahir anak-anak hasil 
zina dan lelaki yang memanfaatkan nikah mut’ah untuk berbuat zina.
2. Nikah Muhallil (Kawin Cinta Buta)
Muhallil disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaituseorang laki-laki 
mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kalisehabis masa iddahnya kemudian 
menalaknya dengan maksud agarmantan suaminya yang pertama dapat menikah 
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dengan dia kembali.Kawin jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar 
danmungkar yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah. Dalamsalah satu 
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, RasullullahSAW bersabda : “Allah 
melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) danmuhallalnya (bekas suami yang 
menyuruh orang menjadi muhallil).”
3. Nikah Sirri
Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki danperempuan 
tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhakmenjadi wali.Nikah sirri 
dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarangini ialah pernikahan yang dilakukan 
dengan memenuhi rukun dansyarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di 
Kantor UrusanAgama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang 
dikeluarkanoleh pemerintah. Istilah nikah sirri yang berkembang selama ini 
seringjuga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahanyang telah 
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariatIslam meskipun tanpa 
dilakukan pencatatan secara resmi di KUA.Walaupun nikah sirri ini sah secara 
agama, namun secara administrativepernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan 
pengakuan dari48pemerintah.Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari 
adanyapernikahan sirii itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.
4. Nikah Kontrak
Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah mut’ah, karenadalam 
pernikahannya digunakan lafazh yang sama, yaitu adanyapembatasan waktu. 
21
21
Misalnya “aku menikahimu untuk satu bulan”.Perbedaan nikah kontrak dengan nikah 
mut’ah adalah dari sisialasannya.Pada nikah kontrak tidak ada alasan keterpaksaan 
ataudarurat, sedangkan nikah mut’ah dilakukan dengan alasan darurat,seperti 
sedangmelakukan perjalanan jauh atau sedang berperang.Hukum nikah kontrak 
adalah haram dan akadnya batal.
5. Poliandri
Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorangperempuan kepada 
lebih dari seorang laki-laki.Artinya, seorangperempuan memiliki suami lebih dari 
seorang.Hukumnya adalahharam.
6. Poligami
Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satuorang.Islam 
memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebihdari sekali, tetapi dengan 
syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adilbagi semua istri-istrinya.Namun, apabila 
dikhawatirkan tidak dapatberlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.
7. Isogami
Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-lakidengan 
seorang perempuan yang bertempat tinggal di wilayah yangsama, etnis dan 
kesukuannya sama. Isogami melarang bagi laki-lakiatau perempuan menikah dengan 
orang yang berbeda suku atau etnis.
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8. Esogami
Esogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan danlaki-laki 
yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal.Esogami ini merupakan 
kebalikan dari Isogami.
9. Monogami
Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang lakilakidan 
perempuan.Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam,namun demikian tidak 
menutup kesempatan untuk suami menikahiperempuan lebih dari satu asalkan dapat 
berbuat adil.
10. Kawin Paksa
Kawin paksa adalah menikahkan seorang perempuan atau lakilakidengan cara 
dipaksa oleh orang tuanya atau walinya denganpasangan pilihan walinya. Perkawinan 
adalah suatu akad persetujuanberdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang 
akan menjadipasangan suami istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk 
menikahdengan pilihan walinya hukumnya haram.
11. Kawin Lari
Kawin lari maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan olehseorang laki-
laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui olehorang tuanya, baik oleh 
orang tua laki-laki maupun orang tuaperempuan.Perkawinan ini jika dilakukan 
dengan mengikuti rukun dansyaratnya dengan benar, hukumnya adalah sah.Biasanya, 
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wali dalampernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan,yang 
mirip dengan wali hakim.
12. Perkawinan oleh Kaum Homo Seksual dan Lesbian
Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan olehsesama jenis, 
yaitu laki-laki dengan laki-laki.Lesbian justrukebalikannya, yaitu pernikahan antara 
perempuan dengan perempuan.Pernikahan jenis ini dalam agama Islam hukumnya 
haram dan dilaknatoleh Allah SWT dan Rasullullah SAW.Bahkan pelakunya harus 
dirajam.Di Indonesia perkawinan jenis ini tidak pernah diakui. Maka dari itu
pelakunya biasanya melakukan perkawinan tersebut di negara lain,yaitu Belanda 
yang melegalkan perkawinan sejenis.11
D. Sahnya Perkawinan dan Batas Umur Perkawinan
Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu 
dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan 
itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
berarti tidak sah perundangan, kalau tidak menurut aturan agama berarti tidak sah 
menurut agama, begitupula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah 
menurut hukum adat.12
                                                          
11Jamaluddin.Nanda amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe
:Unimalpress.2016), h. 46-49.
12Hilman Hadikusum, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung : Mandar Maju, 2003) h. 26.
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Adapun batas umur dalam perkawinan antara lain:
1. Batas umur dalam perundangan 
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
tahun harus mendapat izin kedua orang tua ( Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 
1974). Jadi bagi para wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak 
perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu 
memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah 
mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 
tahun ( Pasal 7 UU Nomor 1 1974). Di bawah umur tersebut berarti belum 
boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan kedua orang tua.
2. Batas umur dalam hukum adat 
Hukum adat pada umumnya tidak mengatur  tentang umur untuk 
melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan 
perkawinan semua umur. Dalam rangka memenuhi maksud UU No 1 
Tahun 1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan dibawah 
umur, yang memungkinkan perbedaan pendapat adalah dikarenakan 
struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan lain berbeda-
beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan 
pariental, yang satu dan yang lain dipengaruhi pula oleh bentuk 
perkawinan yang berlaku.
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3. Batas umur dalam Hukum Agama
Seperti juga dalam hukum adat, demikian pula dalam hukum islam tidak 
terdapat khaidah-khaidah yang sifatnya menentukan batas umur 
perkawinan. Jadi berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua 
tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Nabi Muhammad 
SAW sendiri kawin dengan aishay ketika ia baru berumur 6 tahun dan 
baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 
tahun. Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam islam adalah dalam 
rangka memenuhi perintah Allah SWT, untuk mendapatkan keturunan 
yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk membina rumah 
tangga keluarga yang damai dan teratur, maka kepada umat untuk 
mempertimbangkan adanya perkawinan itu.13
E. Rukun perkawinan
Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:14
1. Calon  suami
2. Calon  istri
3. Wali  nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul
                                                          
13Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung : Manda Maju, 2003), h. 50-
55.
14Kompilasi Hukum Islam
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F. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Dalam Perkawinan
Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat 
penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. 
Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah 
dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam Al-Qur’an, 
anak sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan 
orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. 
Karena jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlud, tetapi di 
sebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam 
rahim ibu.
Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang 
sah antara  ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam islam adalah 
menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-
laki.
Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak 
atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah 
disucikan. Dalam hukum islam ada kettentuann batasan kelahirannya, yaitu batas 
minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.
Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya bertanggung jawab unuk 
mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluanya sampai dewasa. Sedangkan menurut 
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hukum perkawinan islam anak baru dianggap sah mempunyai hubungan nasab 
dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal 
enam bulan dari perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap 
sebagai anak tidak sah atau zina.
Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan 
keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya pekawinan 
perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain 
berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak 
yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah 
keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut 
anaka yang demikian ini adalah anak luar kawin.
Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh 
diakui.Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. Menurut 
Burgerlijk Wetboek ada dua macam anak luar kawin yaitu:
1. Anak luar kawin yang dapat diakui
2. Anak luar kiawin yang tidak dapat diakui
Anak luar kawin yang tidak diakui yidak akan menimbulkan akibat hukum 
dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun 
oleh bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak 
luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-
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duanya akan menimbulkan akibat hokum oleh pewarisan. Dengan adanya pengakuan 
tersebut akan mengakibatkan timbulya hubungan perdata antara anak luar kawin yang 
diakui dengan orangtua  yang mengakuinya. Anak  yang dilahirkan diluar perkawian 
yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekwensi dalam 
bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.15
Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak 
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, 
meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya 
kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi.  Hal ini diatur dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Pasal 42:
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang 
sah”.
Pasal 43 (UUP):
1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya.
                                                          
15 Ridwan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata ( Bandung: PT. Alumni, 
2006), h. 93. 
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2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam 
peraturan pemerintah”.
Pasal 44:
1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya 
bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu 
akibat dari pada perzinaan tersebut.
2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan 
pihak yang berkentingan”.
          Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang perkawinan 
didalam pasal 55 menegaskan:
1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktian dengan akta kelahiran yang 
otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 
pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 
setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 
memenuhi syarat.
3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang 
bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
30
30
Didalam pasal-pasal diatas ada beberapa hal yang diatur.Pertama, anak sah adalah 
anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk 
kemungkinan:
a. Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah.
b. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
Dalam kompilasi hukum islam asal-usul anak diatur dalam pasal 99, pasal 100, 
pasal 101, pasal 102 dan pasal 103.
Pasal 99:
Anak sah adalah:
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri 
tersebut.
Pasal 100:
anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 
dan keluarga ibunya
Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan 
proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau 
dilahirkan oleh istrinya.
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Pasal 101:
“seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, 
dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.
Pasal 102:
1) Suami yang akan mengingkari Pengadilan ASgama dalam jangka waktu 180 
hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau 
setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada 
ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan 
agama.
2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau  waktu tersebut tidak dapat 
diterima.
Pasal 103:
1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau 
alat bukti lainnya.
2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, 
maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul 
seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-
bukti yang sah.
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3) Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut 
yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.16
Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
mengatakan bahwa: “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang 
perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.17
Dari ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa wanita 
yang hamil kemudian aia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, 
anak itu adalah anak yang sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada 
batas waktu usia kehamilan.
G. Hubungan Anak dan Orang Tua
Adapun menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam 
Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UUP:
Pasal 45:
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai 
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
                                                          
16Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
17Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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Pasal 46:
1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2) jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang 
tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan 
bantuannya.
Pasal 47:
1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama 
mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan 
diluar pengadilan.
Pasal 48:
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-
barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan Belas) tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu 
menghendakinya.
Pasal 49:
1) Salah seorang atau atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap 
seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang 
lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah 
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dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam 
hal-hal:
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban 
untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Dalam KHI kewajiban orang tua terhadap anak dijabarkan mulai pasal 98 
sampai dengan 106 (Pemeliharaan Anak) dan pasal 107 sampai dengan 112 
(perwalian). Dengan demikian menurut hukum perkawinan Indonesia bahwa anak 
yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah dari kedua orang tuanya, 
sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu 
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebai-baiknya, 
orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan 
diluar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak warisan.18
Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara 
hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan 
islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dimana 
kelahiran anak dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan 
dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami 
istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Apabila 
                                                          
18Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
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anak tersebut dilahirkan kurang dari 6 bulan masa kehamilan dari perkawinan sah 
ibunya atau di mungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam 
hukum islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya.
Seorang suami menurut hukum islam dapat menolak untuk mengakui bahwa 
anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat 
membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan 
bahwa:
a. Suami belum pernah menjima’ istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
b. Lahirnya anak itu kurang dari 6 bulan sejak menjima’ istrinya, sedangkan 
bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
c. Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima’ suaminya.
Dalam hukum perkawinan di Indonesia status hukum anak hasil dari 
perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik kitab Undag-Undang 
Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, 
mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam 
perkawinan yang sah tanpa mengatur usia kandungan. Dan tentu saja perkawinan sah 
yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatat melalui hukum Negara.
Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah akta kelahiran. 
Akta kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri 
dan  status kewarganegaran. Disamping itu akta kelahiran merupakan hak identitas 
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seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Akta kelahiran bersifat universal, 
karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang. 
Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, 
kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada Negara, 
pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, Negara harus memberikan 
pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminya perlindungan atas 
keberlangsungan, tumbuh kembang anak.
Posisi anak dalam konnstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 
yaitu: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.19
Hak-hak anak diberbagai Undang-Undang antara lain Undang-Undang No 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 
2003 tentang perlindungan anak, jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak  anak 
dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.
Selain itu dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002, pasal 7 (ayat 1) 
disebutkan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan dasuh 
oleh orang tuanya sendiri.”
                                                          
19Undang-Undang Dasar 1945
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H. Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Sengketa Perkawinan
Pada umumnya dalam suatu negara, dasarnya peradilan itu diletakkkan dalam
Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Peradilan yang dilakukan lain dari pada 
yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dilarang.20Di indonesia secara umum 
dikenal dua jenis badan peradilan , yaitu peradilan umum dan khusus. Peradilan 
umum adalah peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat pada umumnnya, baik 
menyangkut perkara perdata maupun pidana
Mengenai kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama, ketentuaan dalam 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan sebagai berikut.
1) Pengadialn Agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama islam dibidang:
a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat,dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
c. Wakaf dan shadaqah
2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah 
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku.
                                                          
20Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia ( Jakarta : 
Sinar Grafika, 2006), h. 424.
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3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah 
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris , penentuan mengenai harta 
peninggalan ,penentuan bagian  masing-masing ahli waris , dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut.
          Dari ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 
dapat diketahui bahwa kekuasaan  atau kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada 
perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama islam dibidang;
1) Perkawinan yang diatur dalam atau berdasarkan UUP;
2) Kewarisan,wasiat,dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
3) Wakaf dan shadaqah
  Penjelasan atas Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara 
limitatif hal-hal yang termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kekuasaan
atau kewenangan pengadilan Agama, yaitu
1) Izin beristri lebih dari seorang;
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat;
3) Dispensasi kawin
4) Pencegahan perkawinan 
5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
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6) Pembatalan perkawinan
7) Gugatan kelalaian atas kewajiaban suami atau istri
8) Perceraain karena talak
9) Gugatan cerai
10) Penyelesaiaan harta bersama
11) Mengenai penguasaan anak-anak
12) Ibu dapat memikul biaya pemeliaraan dan pendidikan anak bilamana bapak 
yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
13) Penentuaan kewajiaban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 
istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16) Pencabutan kekuasaan wali
17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan agama dalam hal 
kekuasaan seorang ahli dicabut
18) Menunjukkan seorang ahli dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 
(delpan belas)tahun yang ditinggal kedua orang tua padahal tidak ada 
penunjukan wali oleh orang tua
19) Pembebana kewajiban ganti kerugiaan terhadap wali yang telah menyebabkan 
kerugiaan atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20) Penetapan asal usul seorang anak
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21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran,
22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut  peraturan 
lain.21
I. Kerangka Konseptual
                                                          
21Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia ( Jakarta: 
Sinar Grafika, 2006)h. 433.
“Tinjauan Hukum Positive Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus 
Pengadilan Agama Gowa)”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Faktor Yang Mempengaruhi 
Terjadinya Perkawinan Tanpa 
Akta Nikah
Sah Atau Tidaknya 
Perkawinan Tanpa Akta 
Nikah
Terwujudnya Penerapan Peraturan Tentang Perkawinan Yang Baik Dan Sesuai 
Dengan Perundang-undangan Yang Berlaku Dalam Masyarakat
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research),
yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori 
dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai Tnjauan Hukum 
Positive Terhadap Pasangan Suami-istri yang tidak memiliki Akta Nikah. 
Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara langsung dan 
telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian di lakukan di Pengadilan Agama Gowa. Adapun alasan memilih 
lokasi penelitian ini untuk mempelajari lebih spesifik tentang kekuatan hukum 
perkawinan tanpa adanya akta Nikah, Sah atau tidaknya sebagai hubungan 
suami istri
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian  Tinjauan hukum positive terhadap   perkawinan tanpa akta nikah 
hingga saaat ini di pengadilan agama Sungguminasa Gowa ,menggunakan 
pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data 
sekunder yangberupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan 
bahanhukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkatperaturan atau 
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norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang ada Mengatur
mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan 
yang dilakukandengan cara meneliti bahan pustaka.
Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut 
hukum.1penelitian hukum normatif juga di sebut sebagai penelitian hukum 
doktriner,atau  penelitian pustakaan karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 
hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain , sebagai 
peneliti pustakawan atau peneliti dokumen disebabkan peneliti ini banyak dilakukan 
terhadap data yang bersifat sekunder yang adadiperpustakaan2. Pendekatan penelitian 
lain ,yang digunakan peneliti yaitu pendekatan sosiolagis maksudnya pendekatan ini 
melihat dan mengamati penerapan aturan dan pengaruhnya terhadap pasar tradisional.
C. Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder data yang bersuber dari 
perundang –undangn atau bahan hukum lain,baik hukum primer,hukum sekunder,dan 
hukum tersier dan alat pengumpul data berupa studi dokumen
Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan ini merupakan sebagai berikut:
                                                          
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Edisi II; Jakarta:
Balai Pustaka, 1995). h. 1134.
2Bambang Waluyo, Peneliti hukum dalam praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 13.
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1. Data primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang – undanagn 
dalam penulisn ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No.1 
Tahun 1970,
2. Data sekunder antara lain berupa tulisan dari pakar dengan permasalahn yang 
diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-
literatur yang berupa buku ,jurnal, makalah, dan hasil penelitian,
3. Data tersier,antara lain berupa bahan – b ahan yang bersifat menunjang banah 
hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada 
surat kabar atau koran dan majalah
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu :
1. Wawancara (  Interview  )
Yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi.3 Bertanya langsung kepada 
beberapa piahak yang berkompeten atau responden untuk memberikan 
informasi atas pengamatan dan pengalaman dalam  menganalisis penerapan 
aturan hukum 
2. Studi Dokumentasi 
Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 
pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau data 
                                                          
3 Misri Singarimbun dan Sofian Effendi  (Metode Penelitian Survai) (Jakarta: Pustaka LP3ES 
Indonesia 2006) h. 192.
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yang sudah berbentuk jadu seperti dokumen dan publikasi.4 Serta menelah 
buku-buku , tulisan-tulisan yang berhubungan dengan analisis penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapanagan adalah wawancara, 
dokumen, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan mengali data dari 
sumber-sumber informasi.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Penulis dalam mengolah dan menganalisis data mengunakan analisis kualitatif 
atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, 
data tersebut diperoleh dari hasil wawancara , catatan, pengamatan lapangan, potret, 
dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan 
untuk responden yang jumlahnya sedikit.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai 
berikut :
a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan , mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang – undangan dan uraian umam
                                                          
4Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2010) h. 57.
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b) Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan 
perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan
c) Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
46
46
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kabupaten Gowa
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya 
antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang 
Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi 
Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah 
Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah selat-
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an berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian 
Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.1
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 
berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 
kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 
27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 
Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 
Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo 
Selatan.
Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di 
atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 
Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 
yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui 
oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik 
dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan 
adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km.
Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang 
bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi 
                                                          
1“kabupaten Gowa”, http://suaragowa.blogspot.co.id/2011/04/kabupaten-
gowa-kondisi-geografis-dan.html (11 November 2016)
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DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi
seluas + 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten 
Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit tenaga listrik 
tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.
Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya 
dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim
kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan 
dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap 
setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan 
Oktober-Nopember. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan 
suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos 
pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm,
sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan 
hampir tidak ada hujan.
Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 
652.941 jiwa.
Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. 
Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar 
pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul 
nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan 
Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-
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tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya 
takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai 
kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan 
terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang 
menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan 
Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.2
Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten 
Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih 
menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 
menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan 
kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik,bahan pangan, 
terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili.
Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah
sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer 
persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung 
Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah 
pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan 
alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya 
subur.3
                                                          
2“kabupatenGowa”https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa#Sejara
h (11 November 2016)
3 “Kabupaten Gowa”, http://suaragowa.blogspot.co.id/2011/04/kabupaten-
gowa-kondisi-geografis-dan.html (11 November 2016)
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2. Pengadilan Agama Sungguminasa
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).4
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 
Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI).
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 
tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 
                                                          
4 www.PA-Sunggumanasa.co.id (11 November 2016)
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atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 
bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 
sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah 
TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang 
Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi 
(Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). Kepala Daerah TK.II Gowa yang 
pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama 
Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan 
Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).5
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut 
oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar 
tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli 
Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan 
                                                          
5 www.PA-Sunggumanasa.co.id (11 November 2016)
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atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di 
bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 
sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1957. 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1959 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan 
wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang 
kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya 
hanya sebagai do’a dan imam pada shalat I’ed.6
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 87 TAHUN 1966
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 
Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 
secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 
ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 
1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan
Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 
bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 
Desa.
                                                          
6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959
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Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali berkantor di Jalan 
A.Malombasang No.57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini Pengadilan Agama 
telah dipimpin oleh:7
1. K.H.Muh.Saleh Thaha, (1966-1976)
2. K.H.Drs.Muh.Ya’la Thahir, (1976-1982)
3. K.H.Muh.Syahid, (1982-1984)
4. Drs.Andi Syamsu Alam,S.H, (1984-1992)
5. K.H.Muh.Alwi Aly (Tidak Aktif),
6. Drs.Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)
7. Drs.Muh.As’ad Sanusi,S.H., (1995-1998)
8. Dra.Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)
9. Drs.Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)
10. Drs.Kheril R.,M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)
11. Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H. (14 Des 2007 s/d 2012)
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015)
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d sekarang)
B. Penyebab Terjadinya Perkawinan Tanpa Adanya Akta Nikah
1. Percatatan Perkawinan
Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur’an atau al-Sunnah tidak mengatur 
secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan 
muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, 
                                                          
7 www.PA-Sunggumanasa.co.id (11 November 2016)
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diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai 
pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya 
guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.
Al-Quran dan al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan 
perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, 
sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 
tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik 
perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan 
merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan 
perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing 
dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh 
masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan 
perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.
Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena 
perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan 
keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum nomor 2 (dua) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:8
“Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan 
warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut:
1) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum 
agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
                                                          
8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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2) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen 
berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (Stbl. 19 Nomor 74).
4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina 
berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dengan sedikit perubahan.
5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia 
keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6) Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan 
yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi 
kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan 
yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi 
tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Pencatatan perkawinan seperti diatur 
dalam pasal 2 ayat 2 meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, 
sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Upaya ini perlu 
dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di Negara Republik 
Indonesia. 
Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fikih 
Imam Syafi’i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam Indonesia. Menurut 
paham mereka, pernikahan dianggap cukup apabila syarat dan rukunya sudah 
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dipenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini 
terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan 
(perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon 
mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai 
Akta Nikah). Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan “peluang” ini, 
untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai
keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar 
tanpa izin istri pertama, atau tanpa izin Pengadilan Agama. Kenyataan dalam 
masyarakat seperti ini merupakan hambatan suksesnya pelaksanaan undang-
undang perkawinan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.9
Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat 
lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam 
sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-
faktor yang memengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara 
tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar, sangat mendesak.
Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam 
menjelaskannya dalam Pasal 5:10
1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan harus dicatat.
2) Pencatatan pernikahan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 
tahun 1946 jo.undang-undang Nomor 32 tahun 1954.11
                                                          
  9 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan
10 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan
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Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:
a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan 
Nikah.
b) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Memerhatikan ketetuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 
pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat 
administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya 
perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang 
melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa 
pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang 
timbul adalah, apabia salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain 
tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah 
dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan 
demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. 
Secara lebih rinci, Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 
2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:12
1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana 
                                                                                                                                                              
11 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo.Undang-Undang Nomor 32 
tahun 1954.
12 Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 tentang 
Pencatatan Perkawinan
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dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, dan Rujuk.13
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 
perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi 
tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 
berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 9 PP ini. 
Lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain 
substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai 
cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu 
perkawinan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan perkawinan, yakni manfaat 
preventif dan manfaat represif. 
Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi 
kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut 
hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. 
Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur 
yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975:14
                                                          
13 UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah
14 Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pencatatan 
perkawinan
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1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tepat perkawinan akan 
dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu 
alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala 
Daerah. 
Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-
undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang 
diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun 
instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :15
a. Kantor urusan agama Kecamatan untuk Nikah, Talak dan Rujuk, bagi 
orang yang beragama Islam (lihat UU no. 22 tahun 1946 jo. UU No Tahun 
1954).
b. Kantor Catatan Sipil (Bugerlijk Stand) untuk perkawinan bagi yang tunduk 
kepada :
- Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang peraturan 
catatan sipil untuk orang Indonesia Kristen, Madura, Minahasa, Ambonia.
- Stb. 1857 Nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut 
ketentuan Stb. 1849. Nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa.
                                                          
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
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- Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut 
ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang peraturan 
pencatatan sipil campuran.
- Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam 
Stb. 1904 Nomor 279.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang 
kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, sebagian di 
Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana 
tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini 
dilaksanakan dikantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3-9 
peraturan ini. 
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap 
perkawinan yang dilaksanakan diwilayah masing-masing. Kelalaian mencatat 
perkawinan inidapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan 
tersebut. Salah satu kegunaan pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol 
dengan konkret tentang data NTR.
2. Penyebab Perkawinan Tanpa Adanya Akta Nikah
Sah atau tidaknya pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU 
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pernikahan tidak berkekuatan 
hukum di hadapan hukum negara ketika tidak dicatatkan ke KUA bagi pasangan 
beragama Islam atau ke Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk pasangan beragama 
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non Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 jo PP 
No. 9 tahun 1975.16
Maka tugas dari petugas KUA dan KCS adalah mencatatkan pernikahan di 
hadapan hukum negara, dan bukan mengesahkan perkawinan. Tugas menikahkan 
mempelai sesuai ajaran Islam, paling utama adalah wali nasab, baru kemudian 
wali yang lain apabila wali nasab berhalangan.
Menikah secara wajar, alias tidak di bawah tangan (pernikahan siri), seharusnya
memiliki surat nikah yang asli yang diberikan oleh KUA untuk istri dan suami. 
Keterangan dari KUA saja dengan kop surat, tanpa surat nikah, bukanlah 
dokumen yang sah dan bukan alat bukti bahwa pernikahan tersebut telah dicatat di 
hadapan hukum negara, namun apabila ada surat nikah namun bukan asli dari 
Kantor Urusan Agama tetapi memiliki keterangan bahwa pasangan suami-istri 
telah menikah, maka dapat disebut surat nikah asli tapi palsu ( Aspal).
Biasanya surat nikah aspal muncul ketika pasangan yang menikah ‘main 
mata’ dengan oknum petugas. Mengapa mereka tidak mengurus surat nikah asli? 
Biasanya karena mereka menikah siri. Perkawinan siri umumnya terjadi dalam 
perkawinan poligami, ketika sang calon suami tak mendapat ijin dari Pengadilan 
Agama untuk menikah lagi, namun tetap ingin menikah untuk kedua, ketiga, dan 
seterusnya. Atau manakala pasangan masih di bawah umur, atau menikah tanpa 
izin wali/orangtua.
                                                          
16 Tajuddin (58 tahun), wakil panitera pengadilan agama sungguminasa, 
Wawancara, Kabupaten Gowa, 31 Oktober 2016.
62
Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan tanpa akta nikah, antara 
lain: 
1) Tidak mendaftar di KUA yang bersangkutan atau di daerah dimana 
mereka menikah,
2) Tidak mengajukan permohonan poligami (bagi yang sudah beristri),
3) Kawin lari.
C. Akibat Hukum Sebuah Perkawinan Tanpa Adanya Akta Nikah
Akta Nikah/Buku Nikah sebagai akta otentik dapat memberikan kepastian 
hukum karena sangat sulit untuk menyangkalnya. Hal ini penting karena 
pernikahan menimbulkan akibat hukum yang sangat serius yang harus diproteksi 
oleh hukum, yaitu:17
1. Terciptanya hubungan suami isteri di antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada 
keduanya berkaitan dengan status tersebut, seperti adanya kewajiban 
suami memberikan nafkah kepada isterinya (levensbohoeften) yang 
dibarengi hak isteri untuk menerima dan menuntut nafkah tersebut, suami 
berkewajiban menyediakan tempat tinggal kepada isterinya sedangkan 
isterinya berhak atas tempat tinggal tersebut, dan sebagainya.
2. Dihalalkan seorang suami isteri untuk melakukan hubungan seksual yang 
sebelum menikah diharamkan untuk dilakukan. Hubungan seksual yang 
                                                          
17Sukri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Kaitannya Dengan Hukum Islam (Makassar: fsh, 2012), h. 72.  
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dilakukan oleh salah satu di antara mereka dengan orang lain yang tidak 
terikat pernikahan merupakan kejahatan perkawinan dan dapat dipidana.
3. Anak-anak yang lahir dalam pernikahan adalah anak-anak sah (wettig 
kind) yang dinasabkan kepada mereka, terutama suami sebagai ayah yang 
sah. Suami isteri menjadi orang tua bagi anak-anak tersebut yang 
menjalankan kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) kepada anak-anak 
tersebut, yaitu berkewajiban memelihara dan memberikan nafkah, pakaian, 
perumahan, dan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Apabila anak-
anak mereka yang belum dewasa memiliki kekayaan maka mereka 
memiliki hak menikmati hasil kekayaan tersebut (vruchtgnenot).
4. Harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama dari 
suami isteri tersebut dengan tidak memandang siapa yang mengusahakan 
harta ini selama tidak ditentukan lain oleh suatu perjanjian perkawinan 
karena pernikahan itulah yang menjadi sebab terjadinya percampuran 
kekayaan di antara suami isteri (algehele gemeenschap van goerderen), 
kecuali harta bawaan (harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum 
pernikahan) dan harta yang didapatkan dari hibah, wasiat, hadiah, sedekah 
atau warisan yang tetap dipandang sebagai harta pribadi (prive).
5. Tercipta hubungan waris-mewarisi di antara suami isteri, begitu pula 
dengan anak-anak mereka.
6. Beberapa perbuatan hukum dilarang dilakukan antarsuami isteri, misalnya 
jual beli di antara suami isteri, perjanjian perburuhan di antara suami isteri, 
pemberian benda-benda atas nama di antara suami isteri, suami menjadi 
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saksi bagi perkara isterinya begitu pula sebaliknya, atau suami tidak boleh 
dituntut terhadap beberapa perkara kejahatan yang dilakukan kepada 
isterinya (misalnya pencurian) begitu pula sebaliknya.
7. Diharamkannya pernikahan karena hubungan semenda.
8. Apabila di antara keduanya terjadi perceraian maka isteri berhak atas 
nafkah iddah, nafkah pemeliharaan anak sampai usia 
dewasa (haḍanah), pembagian harta bersama yang sama banyaknya 
(masing-masing ½ untuk suami dan isteri), serta hak maskan, 
kiswah dan mut’ah apabila isteri terbukti tidak nusyuz ketika diceraikan 
suaminya.
Dapat dibayangkan jika pencatatan nikah tidak ada dan tidak ada pula 
Akta Nikah/Buku Nikah maka institusi pernikahan tidak akan memiliki kepastian 
hukum (rechtsonzekerheid) yang berakibat mudahnya suami atau isteri 
menyangkal pernikahan tersebut, sehingga institusi pernikahan tidak dapat 
diproteksi secara maksimal oleh hukum. Orang-orang yang beriktikad buruk 
akhirnya hanya akan memafaatkan pernikahan semata-mata untuk tujuan rekreatif 
dan tidak berkeingian membentuk keluarga karena pembentukan keluarga akan 
memunculkan akibat-akibat hukum tentang nafkah, penyediaan tempat tinggal dan 
pemeliharaan anak, dan sebagainya. Orang yang menikah untuk tujuan rekreatif 
tentu lebih senang menghindari hal ini.
Dampak yang ditimbulkannya sangat jelas, yaitu orang mudah 
menghindarkan diri dari akibat hukum pernikahan, sehingga akan 
menyengsarakan pihak yang dirugikan, terutama suami yang diingkari 
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pernikahannya oleh isterinya atau sebaliknya, anak-anak mereka mudah diingkari 
sebagai anak-anak yang tidak sah, kacaunya nasab anak, tidak menentunya hukum 
waris-mewarisi, dan sebagainya. Pernikahan akhirnya tidak mendatangkan rahmat 
malah menjadi bencana nasional dan mendatangkan kezaliman bagi banyak pihak.
Dalam hal ini, Nikah Di Bawah Tangan atau pernikahan tanpa adanya akta 
nikah yang dimaksud adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat 
yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di 
instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.
Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) 
terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka 
seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak 
tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti 
catatan resmi perkawinan yang sah.
Ketentuan Hukum Peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus 
dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk 
menolak dampak negativelmudharat (saddan lidz-dzari ‘ah). Pernikahan Dibawah 
Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi 
haram jika terdapat mudharat.
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Perkawinan semacam ini termasuk dalam kategori zina murni, berdasarkan 
hal-hal sebagai berikut:
a) Perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan wali perempuan, setiap 
perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka perkawinan itu 
tidak sah. Hal ini sangat bertentangan dengan maksud-maksud syari’ah.
b) Karena tidak adanya pemberitahuan dan walimah maka perkawinan ini 
tidak ubahnya dengan zina tersembunyi.
c) Tanpa ada ketentuan untuk menyediakan tempat dan mahar. 
Akibat Hukum Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan 
bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara 
hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah 
dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak 
berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum 
perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang 
melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah 
dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap 
menjadi istri simpanan.
Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, 
memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status 
anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
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Adapun beberapa akibat hukum sebuah pernikahan tanpa adanya akta 
nikah antara lain :18
1. Perkawinan Dianggap tidak Sah. Meski perkawinan dilakukan menurut 
agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda 
dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau 
Kantor Catatan Sipil.
2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. 
Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak 
tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang 
Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan. Akibat lebih jauh 
dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak 
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah 
ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI 
dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan 
Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma 
Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan 
kedua pasangan tersebut.
4. Tidak diakui oleh negara
5. Tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal status pernikahan
                                                          
18 Tajuddin (58 tahun), wakil panitera pengadilan agama sungguminasa, 
Wawancara, Kabupaten Gowa, 31 Oktober 2016.
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6. Tidak dapat membuat akta kelahiran
Adapun cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang tidak 
memiliki akta nikah yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Menurut 
bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “ itsbat” yang merupakan 
masdar atau asal kata dari “atsbata” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ 
nikah”  yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, 
dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.
Pengertian Istbat nikah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi bahasa dan 
segi istilah. Secara bahasa istbat nikah terdiri atas dua kata Arab, yaitu kata istbat 
dan kata nikah. Kata Istbat merupakan masdar atau asal kata dari kata Astbata
yang berarti menetapkan. Sedangkan Nikah berasal dari kata nakah yang berarti 
saling meikah. Dengan demikian istilah Istbat nikah berarti penetapan 
pernikahan.19
Adapun data yang diperoleh oleh peneliti di Pengadilan Agama 
Sungguminasa dari tahun 2011 smpai 2015 tentang perkara permohonan isbat 
nikah, antara lain :
                                                          
19M. Ma’ sum ib’n Ali, Al Amsilatu at Tasrifiyyatu (Surabay: Maktabu Wa Matba’ati 
Salim Nabhan), h. 16. 
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Tabel.
Tahun Perkara 
dikabulkan
Perkara 
ditolak
Perkara 
digugurkan
Perkara 
dicoret 
dari 
register
Perkara 
dicabut
2011 68 0 1 0 0
2012 52 0 1 1 0
2013 35 1 0 0 3
2014 32 0 2 2 7
2015 66 1 2 1 4
Data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2011 smapai 2015
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah di bahas oleh
penulis diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Sah atau tidaknya pernikahan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU 
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pernikahan tidak 
berkekuatan hukum di hadapan hukum negara ketika tidak dicatatkan ke 
KUA bagi pasangan beragama Islam atau ke Kantor Catatan Sipil (KCS) 
untuk pasangan beragama non Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
UU Perkawinan tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975. Beberapa faktor 
penyebab terjadinya perkawinan tanpa akta nikah, antara lain:
a) Tidak mendaftar di KUA yang bersangkutan atau di daerah dimana 
mereka menikah,
b) Tidak mengajukan permohonan poligami (bagi yang sudah beristri),
c) Kawin lari.
2. Adapun beberapa akibat hukum sebuah pernikahan tanpa adanya akta 
nikah antara lain :
a) Perkawinan Dianggap tidak Sah. Meski perkawinan dilakukan menurut 
agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda 
dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau 
Kantor Catatan Sipil.
b) Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga 
Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan 
yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 
dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata 
dengan ayahnya tidak ada.
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c) Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan. Akibat lebih 
jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun 
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak 
menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, 
Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan 
Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara 
Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan 
gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut.
d) Tidak diakui oleh negara
e) Tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal status pernikahan
f) Tidak dapat membuat akta kelahiran
B. Implikasi
1. Sebaiknya pihak yang melakukan perkawinan hendaknya mendaftarkan 
perkawinannya di KUA (Instansi yang berwenang), sehingga sah secara 
agama dan secara hukum (diakuai oleh negara) sehingga tidak 
menimbulkan masalah di masa yang akan datang.
2. Bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, maka sebaiknya 
mengajukan permohonan isbath nikah di pengadilan agama dimana 
mereka berdomisili atau daerah dimana mereka melangsungkan 
pernikahan agar pernikahan mereka sah secara agama maupun secara 
hukum (diakuai oleh negara), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum 
lainnya.
3. Bagi pihak yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama yang 
memiliki wewenang dalam hal perkawinan, seharusnya melakukan 
sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan 
(memiliki akta nikah) agar dapat diakui oleh negara.
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